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ABSTRAKSI​:​ -​Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu mengatur persyaratan dan tata cara 
penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke 
dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi 
Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam 
Wilayah Negara Republik Indonesia. 

-​Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 28 
Tahun 2017; PERPRES No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan 
PERPRES No. 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 
Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; PERMENKP No. 2 Tahun 
2025. 

-​Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan 
Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara 
ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan batasan istilah dalam 
pengaturannya. Rekomendasi Teknis Pemasukan yang selanjutnya disebut 
Rekomendasi Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku 
usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti 
Mutiara untuk kepentingan pembudidayaan ikan. BAB II terdiri dari 10 pasal terkait 
persyaratan penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan 
dan atau inti mutiara ke dalam wilayah negara republik indonesia. BAB III terdiri dari 1 
pasal terkait pelaporan. BAB IV terdiri dari 1 pasal terkait pembinaan dan 
pemantauan. BAB V terdiri dari 1 pasal terkait pengawasan. 

CATATAN​ :​ -​Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2025 dan 
ditetapkan tanggal 8 Desember 2025. 

-​Dalam hal neraca komoditas untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, 
dan/atau Inti Mutiara sudah tersedia, mekanisme pemasukan dilaksanakan 
berdasarkan rencana kebutuhan dan rencana pasokan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

-​Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan 
Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara 
ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

-​Lampiran: 2 hlm. 


